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BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 37 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 160 TAHUN 2022 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH K.ABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi,
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta
memperhatikan pertimbangan penyajian pelaporan keuangan
sesuai standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 160 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan
Peraturan Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5265); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 47 Tahun 2021 

tentang pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan 

pelaporan Barang Milik Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi; 

17 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 160 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 160). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PASURUAN NOMOR 160 TAHUN 2022 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN. 

Pasall 

Ketentuan dalam Lampiran II Kebijakan Akuntansi Akun pada Bab V Akuntansi 

Properti Investasi paragraf 33 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 160 Tahun 
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 160) diubah, sehingga 
Ketentuan Lampiran II Kebijakan Akuntansi Akun pada Bab V Akuntansi Properti 

Investasi paragraf 33 berbunyi sebagai berikut: 

33. Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan 
terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi 
disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai Properti Investasi. 
Ilustrasi penyajian pos Properti Investasi pada Neraca sebagai berikut: 
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Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
Neraca 

Per 31 Desember 20Xl dan 20X0 

URAIAN 20Xl 20X0 

ASET 

ASETLANCAR 

ASET TETAP 

ASET LAIN NY A 

PROPERTI INVESTASI 

Properti Investasi 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

KEWAJIBAN 

EKUITAS 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 

2024 pada tanggal 13 Desember

SEKRETARIS DAERAH, 

              ttd.

Ditetapkan di Pasuruan  

pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI PASURUAN, 

             ttd.

NURKHOLIS 

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 37

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Plt. Kepala BPKPD 

Kabag. Hukum 

Sekretaris BPKPD 
Kabid. 
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